
 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 

NOMOR :  14  TAHUN  2008 

 

TENTANG 

RETRIBUSI BIAYA TERA,  ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANG  

DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN 

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR MALUKU, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum 

terhadap jaminan dalam kebenaran pengukuran, 

serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, 

perlu dilakukan Tera/ Tera Ulang dan Kalibrasi 

Atat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang 

Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); 

b. bahwa dilaksanakannya Tera/Tera Ulang dan 

Kalibrasi Atat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya Serta pengujian Barang Dalam 

Keadaan Terbungkus dalam rangka 

pembaharuan sistem yang sederhana, adil, 
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efektif dan efesien sehingga dapat menggerakan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan 

Daerah; 

c. bahwa berd,asarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan 

Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan KaIibrasi 

Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan 

Perlengkapannya Serta pengujian Barang Dalam 

Keadaan terbungkus dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Maluku; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3890) jo. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, 

Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten 

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4350) jo Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4747) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku 

Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4877) jo Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4878); 

2. Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

3193); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4287); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah 

ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 

tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan 

atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP 

(Lembaran Negara Republik Indonedsia Tahun 

1985 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  3283 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 102 Tahun 2000 

Tentang Standardnisasi Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 


